RNUR LAMPUNG

B

KEP

AN GUBERNUR LAMPUN

NOMOR : G/0de /B.VI/HK/2003

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA
GUBERNUR LAMPUNG UNTUK MENANDATANGANI DAFTAR
PEMBUEKUAN ADMINISTRASI ( B.XIII ) BAIK ANGGARAN
BELANJA RUTIN DAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2003
GUBERNUR LAMPLING,

babwa untuk  memperlancar pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Propinsi Lampung Tahun
Anggaran 2003, baik Anggaran Belanja Rutin maupun
Anggaren  Belanja  Pembangunan, dipandang perlu
menunjulf menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas
pama Gubernur Lampung untulk menandatangani Daftar
Pembukuan Administratif (B.XHI) Tahun Anggaran 2003
yang ditetapkan dengan Eeputusan Gubernur,

1. Undang - Undang Nomor 14 Tabhun 1964 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat | Lampung (Lembearan
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 935;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang - Undang Nomor 22 Tabhun 1999 tentang
Pemerintabam  Daerah  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Kenangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
tentang  RKewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);




10.

12,

13.

14,

. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang

Dana Pecrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negam
Nomor 4021 ) schagaimana telah diubah  dengan
Peratutran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 159);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan  dan  Pertanggung Jawaban Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor

4022) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam
Pelaksanasn Dekonsentrasi dan Tugas Pembaniuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negam Nomor 4023);

Pemturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabhun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024),

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan APBD,
Pelaksannan Tatm Usaha Keuamgen Dacmh dan

Penyusunan Perhitungan APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tabun 1994
tentang Pelaksansan AFBD Jo Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994,

Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat
Daerah Propinsi dan Sekretaniat Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrab Propinsi Lampung,

Permturan Dacrab Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera
Lembaga Teknis Dacrah Propinsi Lampung;

Peraturan Daerabh Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pembeniukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Propinsi Lampung;

Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun
2003 tentang Penctapan APBD Propinsi Lampung Tahun
Anggaran 2003.



Menetonkan

MERTAMA

KEiA

I ETICHA

MEMIUITUSKAN

¢ Penunjuk dan memberiktan kewenangan kepads Sdr. Drs

Hi. MAHYUDDIN.MM. Kepala Biro Keuangan Schretariat
dacrab Propin=i Lampung yang contoh specimen tands
tongan  doan  parafnyn  sebagaimona  tercantum  dalam
Iampirar keputusan ind,

: Dengan ditetaplkeannya kepnmisan ini,maka Surat Kepotinasn

Cubernure Lempnng aomor @ G000/ B.XTSHK/2002 tanggal
5 Jamumari 2002 tentang penetapan pejabat vang diberi
wowellang  atas pama Gubooone Lamopung aoiuk
wensmdaiaugan Daiiao Pembokoan  Adonoisaaul [(B.XGD
Teahinn Anggaraa 2002 diesbud dan dinyatakan tdak herlakn
laagi

; Kepalusan ind mula berlaku scjak tanggal 1| Januail 2000

sampai 31 Desember 2002 dengan keteptuan apabile
dikemudian  had  wrnyvaia  erdapat  kekelimuan daslam
penctapannya alan dilakuoksn pembetulan sebagaimana
mestinya.

THirraphan di : Telnkbetung.
Pauda tanggal ;24 Janward 2003

hUHﬁll’?NUR LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan dizgompaikas kepada Yih:

1. Menten Dalam Megen 81 di Jakarta,

2. Menben Keuongan BI o Jadearts

3. Heton RPK. di Jakeara,

4. Sekien Depurtemen heuangan di Jakansa,

2. Digen PUMDA Depdapri di Jakana,

4. Kepals Dit Pelalsansan Anggaran Depdagri di Jakarta,

4 heina DPRED Propinsi Lampung di Telukbeiung,

2. Kalemwi] Angearan WiLVIT di Bandar Lampung,

9. Repeds WTUA Baadar Lo g,
o Kepals Bawessdo Propinsi Lampong & Telukbetung,
Tl Bepala KFEN Bander Lampang di Bandara Lampung,

12, Dircktior T Bank Lampung di Tehltbefung,

13, Kepals Kantor Pelayanan Pajak di Telukbetung,.

14, Yang bersanglkutan vntule dilletabni dan dilaksanakan,
lo. Himpunan Repubusan.



